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PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK
R10 JUANSA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah
Sebagai Pengawas Internal .Pemerintah’ ‘Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Indikator ‘penilaian yang:digunakan menggunakanteori Levinson yaitu Norma-
Norma, Perilaku Individu dan Struktur Sosial Masyarakat. Lokasi penelitiaan
dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif yaitu
peneliti memberikan gambaran tentang keadaan objek penelitian sesuai dengan
fenomena sosial/alam secara sistematis, factual dan akurat dan dapat dilanjutkan
dengan teori-teori yang ada dengan menggunakan teknikpengumpulan data yaitu
dokumentasi, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan peneliti Peranan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten
Kuantan Singingi memberikan hasil yang baik bagi Pemerintahan Kabupaten
Kuantan Singingi karena Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat menjalankan
Perannya sesuai.dengan tiga prinsip peran menurut teori Levinsom. Peranan yang
berjalan dengan baik akan memberikan tata kelola pemerintahan yang baik,
transparan dan dapat meningkatkan pelayanan_pemerintahan terhadap masyarakat
Kabupaten Kuantan Singingt- 'Faktor! yang' menjadi hambatan dalam Peran
Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi adalah masalah Jumlah aparat yang kurang memadai
dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan, Jarak Objek pemeriksaan yang
cukup jauh, objek pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas,
Keterbatasan sumber daya dan waktu.

Kata Kunci : Peran, Inpsektorat, Pengawas



ROLE OF REGIONAL INSPECTORATES AS INTERNAL
SUPERVISORS OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF KUANTAN

SINGINGI DISTRICT

ABSTRACT

R10O JUANSA

Research aims to understand the internal area as the role a the kabupaten
government kuantan singingi. The indicators of the theory used using the
levinson, norms the social structure of individual and community.The penelitiaan
held on the Iinspectorate singingi. kuantan districtsType of research is the method
used the researchers deksriptif qualitative study provides a description of the state
of an object In accordance with the social phenomena /, systematically factual and
accurate and can proceed with theories is using the.data teknikpengumpulan,
documentation interviews and observations. Based on the research result
conducted by-the role of researchers that is carried out by the inspectorate
kabupaten kuantan singingi  satisfactory results better for the district
administration kuantan internal supervisory officials singingi because the
government could run their role corresponding to the three the principle of the
role of levinsom theory .The role of that runs.well will give good governance ,
transparent and able to improve ‘'Services-to the community of kabupaten kuantan
singingi government .The main factors the obstacles in.the role of regional
inspectorate internal as an overseer of the kabupaten government kuantan singingi
is issues a fixed number of officials who inadequate relative to the number of
object examination , the distance of an object examination that are quite far , an
object examination less cooperative Iin fighting supervisory officials , the limited
means and time.

Keyword: Role, Inspectorate, Supervisor
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PENDAHULUAN

a kegiatan
pengawasan..d an dapat te elenggars emerintahan yang
efektif dan yang baik dan
dapat k peingkatan
kehidupan
penggunaan
engawasan pada
digunakan pada
elain itu pengawasan
pemerintahan agar
program-program pemerintah daps q Se dengan rencana daerah dan
mengikuti  ketentuan peratura yang berlaku, sehingga dapat
mengurangi tindakan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Perkembangan jasa yang diberikan oleh aparat pengawas pengawas
internal (auditor internal) desasa ini mengalami peningkatan yang biasa, untuk
mereflesiikan pemberdayaan kedudukan unit pengawasan internal dalam suatu

organisasi. Peran sebagai watchdog yang selama ini menjadi konsultan dan katalis

bagi organisasi.



Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pengawasan Daerah yang disebut..Inspektorat “Provinsi, Inspektorat
Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin
oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan pengawasan bertanggung jawab langsung
kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah memiliki tugas
untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah serta
tugas pengawasan lain yang diberikan kepala daerah kepada inspektorat daerah.
Kegiatan pengawasan tersebut berupa audit baik audit keuangan maupun audit
administrasi. Audit internal:adalah audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah
selaku pelaksana pengawasan melaksanakan pemeriksaan di Permerintah Daerah.*

Inspektorat yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh kepala daerah
melakukan tugas dan fungsi pengawasan sebelum-BPK melakukan pengawasan
sebagai pengawas eksternal pemerintahs. APIP inspektorat memiliki peran
watchdog pada pelaksanaan pengawasan pemerintahan. Namun, APIP juga
berperan sebagai Konsultan bagi objek pemeriksaan yang dimana inspektorat
akan lebih banyak melakukan pengawasan yang bersifat pencegahan dan berperan

sebagai pendamping untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peran APIP yang

1 Falah, S. 2005. Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika.
Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang. Hal 15



berkompeten dan auditor yang profesional dapat mewujudkan pemerintahan yang
baik dan dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Auditor selaku pengawas internal pemerintah adalah suati pekerjaan
profesi. Auditor yang bekerja-untuk pemerintah dan masyarakat, dituntut untuk
selalu mempedomani peraturan kepegawaian sebagail seorang aparat sipil negara,
dan selalu menaati kode etik Aparat, Pengawas . Intern Pemerintah (APIP) serta
Standard Audit APIP atau standard audit lainnya yang berlaku. Oleh karena itu,
seorang auditor pemerintah telah mengetahui tahap-tahap dalam melakukan
pengawasan sehingga dapat mengasilkan pekerjaan yang memenuhi standar mutu
yang harus dihasilkan?

Auditor internal  memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan
internalyang merupakan auditor melakukan penilaian secara independen kepada
suatu organisasi pemerintah, untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang
dilakukan oleh organisasi pemerintahan tersebut. Selain itu, inspektorat daerah
sebagai aparat pengawas auditor internal dapat memberikan kontribusi untuk
perbaikan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang efektif dan
efesien.®

Tugas dan fungsi inspektorat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kelola
Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten Kota. Pada Permendagri tersebut dinyatakan
bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintah. Tugas dan

fungsi tersebut yaitu:

2 BPKP, 2014. Kode Etik dan Standard Audit Intern, Pusdiklatwas BPKP, Bogor. Hal 1
3 Boynton, Johnson dan Kell. 2003. Modern Auditing. Edisi ke Tujuh, Jilid II. Erlangga. Jakarta.
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1. Perencanaan program pengawasan;

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

pengawasan

serta dapat
Oleh karena
pemeriksaan al e jerintahan yang efektif
dan efesien.

Faktor

organisasi pemerintah. Selain melakukan pemeriksaan auditor juga memiliki tugas
untuk melaksanakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Auditor dijelaskan pada Peraturan

Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
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organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi secara umum memiliki tugas pengawasan yang meliputi penugasan audit,

reviu, pemantauan serta evaluasi.

Sekretaris yang mengetuai sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan
jabatan fungsional sebagi pemeriksa. Namun demikian, jumlah jabatan fungsional
pada saat ini masih sangat minim dikarenakan jumlah pegawai inspektorat yang
masih belum memadai. Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi pada

saat ini berjumlah 38 orang dengan rincian pada tabel 1.1 sebagai berikut:

* |bid. Hal 16-17
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Tabel 1.1

Data Jumlah Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No Jabatan Jumlah

Inspektur

fungsi Insp

1.

. Penyusunan laporan has
e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat
a. pengelolaan data;

b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
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c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Inspektorat;

d. penyelenggaraan ketatausahaan;

e. pembinaan kepegawaian;

pelaporan;

dengan bidang

. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

d. menyusun laporan hasil pengawasan;

e. melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten;

f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Dalam melakukan pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
telah memiliki Standard Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak-

pihak terkait sehingga dapat memberikan kemudahan dan memberikan

pemeriksaan,

lihatkan Surat

tim yang belum termasuk dalam PKP/A, ketua tim dapat melakukan
penambahan PKP/A Rinci dan disampaikan kepada Dalnis.

5. Berdasarkan telaahan tim pemeriksa masing-masing anggota tim membuat
KKP/A berdasarkan PKP/A Rinci (format PKP/A-Rinci lampiran I11).

6. Tim Pemeriksa dalam melaksanakan PKP/A-Rinci harus membuat catatan

dan indikasi temuan yang dituangkan dalam KKP/A Rinci.
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7. Selama masa pemeriksaan dalnis dapat melakukan pemantauan langsung
pelaksanan pemeriksaan yang dilakukan tim minimal 1 kali.

8. Tim Pemeriksa berdasarkan KKP/A merumuskan pokok-pokok sementara

2rn yang dapat

AN

Inspektorat.

10. M tim pemeriksa
11. aan (auditee), Objek
' sementara hasil

pendukung yang

ibuat dalam berita Acara

12. ' > ap dc en/bukti pendukung dimaksud

pada langkah 11 (sebelas) yang disampaikan oleh objek pemeriksaan

(auditee).
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Tabel 1.2

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No | Objek Pengawasan Internal Oleh Status
Inspektorat
1 | Dinas Kesehatan Telah' Menindaklanjuti 6 temuan
keuangan dan administrasi
2 | Dinas Perumahan, Kawasan | Belum Menindaklanjuti 5 temuan
Permukiman dan Pertanahn keuangan dan administrasi
3 | Dinas_ Perikanan:+‘dan Ketahanan | Belum: Menindaklanjuti 7 temuan
Pangan keuangan dan administrasi
4 | Dinas Sosial, Pemberdayaan | Terdapat 7  temuan, telah
Masyarakat Desa menindaklanjuti 6 temuan dan 1

temuan-administrasi yang belum
ditindaklanjuti

5 | Desa Koto Benai Kecamatan Benali Telah Menindaklanjuti 6 temuan
keuangan dan administrasi

6 | Desa Lubuk Kebun Kecamatan | Terdapat = 3  temuan, telah
Logas Tanah Darat menindaklanjuti 2 temuan dan 1
temuan belum ditindak lanjuti

7 | Desa Petai Kecamatan,Singingi Hilir | Belum menindaklanjuti 4 temuan
keuangan dan administrasi

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pemeriksaan di
beberapa objek pemeriksaan di Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat objek
pemeriksaan yang masih belum memberikan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pengawasan yang ada di

Kabupaten Kuantan Singingi.

Fenomena yang terjadi terkait dengan pengawasan dan peran yang

dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:
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1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka aparat pemeriksa harus mematuhi

norma-norma yang berlaku yang dimana hal ini dilaksanakan berdasarkan

kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

2. 3 n.aparat pengav peran Assurance yang

s> Vipamaaet '@@‘
/
o

8 F

3. yang dimana
rz riksaan demi
I
3 5 : pat digunakan
untuk me g a pada lokasi
penelitian yaitu sebaga
o : % 1 kan teori peran
.‘ﬂ ekto t sebagai aparat
S ’o gsi pengawasan di
i
o evinson dalam buku Soekamto

(2005) yaitu:

1. Norma-norma

2. Perilaku

3. Perkataan

Penggunaan teori ini karena ada korelasi antara teori dengan fenomena

dilapangan bahwa secara norma masih sulit dilaksanakan dikarenakan
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keterbatasan personil aparat pengawas dan jumlah objek pemeriksaan yang cukup

banyak.

4. boperatif dalam
Pengawas  Intern

daerah

Kabupaten Ku h aparat yang terdiri dari
22 orang dari ju Kabupaten Kuantan
Singingi. Sedangkan mlah 41 OPD dan 218

pengawasan dilaksanakan oleh seluruh APIP pada Inspektorat daerah Kabupaten
Kuantan Singingi. Dengan jumlah objek pemeriksaan yang cukup banyak maka
diharapkan jumlah aparat pengawas internal pemerintah yang dimiliki oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi = 50 orang dengan rincian 30

orang auditor dan 20 orang P2UPD. Jumlah tersebut diharapkan dapat
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mempermudah proses pemeriksaan yaitu audit, reviu, evaluasi dan monitoring
dengan baik dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

Hambatan yang dihadapi oleh aparat pemeriksa intern pemerintah juga

3%

an pengawasan

tauaa

Singingi  demi

judul: “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari sejumlah fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat

daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan

1. Untuk mengetahui perar ektorat daerah sebagai aparat pengawas
internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat
terhadap peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal

pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
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1.4 Manfaat
1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk menimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari di

fakultas 1lmu Pemeri niversitas Islam Ria n.itu , dengan penelitian

sumbanga

Kuantan
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

atau tata cara dan urusan peme ntah yang adil dalam pemerintahan
yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan

kekuasaan dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu atau

5 Ndraha, Taliziduhu, 2010, Kybernology Sebuah Titipan Sejarah, Yogyakarta, Sirao
Credentia Center, Hal: 42

16
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organisasi yang mempunyai wewenang Yyang sah dan melindungi serta

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.®

Menurut Sedarmayanti pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai

pemerintah yang.menghormati.-kedaulatan rakyat yang adil. dan memiliki tugas

pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut” :

1N

2.
3.
4.

Melindungi segenap«hangsa indenesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia

Memajukan kesejateraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Menurut Kansil agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggara

dengan baik ‘maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan

pedoman pengaturannya, yakni® :

a.
b.

Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku;

Kejelasan wewenang, tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang
terlibat prinsip koordinasi;

Tertulis;

Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;
Kesederhanaan/tidak berbelit-belit;

Jadi dari teori beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki wewenang

untuk melaksanakan pelayanan publik'dan memproses pelayanan sipil bagi setiap

orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang

bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

6Zulwendri, 2009. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian
(Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan).hal. 15.

’Sedarmayanti, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Mandar Maju. Hal. 9
8Kansil, CST, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara. Hal.189.
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2.1.2 Konsep Peranan
Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku

Q@.

Menurut Ndraha, Pe ebagai suatu prilaku yang diharapkan

dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang
pemerintahan®.

Peranan baru akan terlaksana apabila ada kedudukan, jadi peranan adalah
suatu aspek yang fleksibel dari sebuah status dan aspek fungsi dai suatu

kedudukan. Bila seseorang yang memiliki kedudukan melaksanakan tugas dan

°Soekanto, Soerjono, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, hal 269.
Ndraha, Taliziduhu, 2005. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta, him 53.
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kewajibannya sesuai dengan aturan, maka orang tersebut telah melaksanakan

perannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Menurut Minterg (dalam Kusnadi) ada tiga peran yang dilakukan

CEY

ar pegawainya

mempengaruhi

L L T T

pimpinan dilibatkan da

e Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau
informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
e Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan

keseluruh bagian organisasi.

HKusnadi. 2005. Pendidikan Keaksaraan. Folisofi, Strategi, Implementasi. Jakarta:
Direktorat Pendidikan Masyarakat, him 358.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

20

e Sebagal juru bicara.
c. Peranan keputusan (decision mle),dalam hal ini pimpinan memainkan

empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan,

seseorang a : lasarkan pendapat

Poerwadar d dari tinda d S au sekelompok

peranan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan dapat disimpulkan
bahwa pemerintah melaksanakan tugas negara dan fungsi baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

12 poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta: PT.Balai Pustaka
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2.1.3 Konsep Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan

baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanan pengawasan pada

engawasan  tersebut

yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab kepada

Gubernur, dan;
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4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab
kepada Bupati/Walikota.*®

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah

suatu kontrol.
Sehingga a a pelaksanaan
kontrol tela sangat penting
pelaksanaan

ang telah diberikan

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan
tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun

pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu

3permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah
14 Arens, Loebbecke. 2009. Auditting Pendekatan Terbaru, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
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segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan

tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.®

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau

unsur peng

sebagai ber

pelaksana kepada pimpinan baik secara lisan ataupun laporan tertulis
dan menerima pendapat dari masyarakat melakukan pengawasan di
lokasi yang diawasi.

Pengawasan dinilai sangat perlu untuk dilaksanakan pada

penyelenggaraan pemerintahan apabila dikaitkan dengan keuangan negara

15 Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia him 17
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maupun daerah maka pengawasan dapat dilaksanakan demi menghindari
penyelewengan anggaran negara serta dapat menghindari terjadinya korupsi yang

dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengawasan pada

' &
1* ’ encapai tujuan
< ..
jtu k tas dari manajemen

suatu proses dimana orang-orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi,
menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya-upaya orang lain dalam Kkegiatan
kelompok.t’

Dari berbagai teori dari para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa

manajemen adalah suatu alat untuk mengendalikan kegiatan suatu organisasi

%Handoko, T. Hani, 2009, Manajemen, Cetakan Duapuluh, Yogyakarta: Penerbit BPEE. Hal. 9
YWirjana, Bernardine R, 2007, Mencapai Manajemen Berkualitas, Andi: Yogyakarta. Hal:11
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dengan memanfaatkan orang lain dalam mencapai tujuan tersebut, maka orang-
orang dalam organiasasi harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawab

pekerjaannya. Dalam berorganisasi manajemen sangat diperlukan sebagai alat

dalam menyelesai at erjaa ebif ien dan ekonomis.

Para Pemimpin mengarahkan dan memerintahkan bawahan. Pada saat
melakukan kegiatan pemimpin tidak melakukan kegiatan tersebut
sendirian, tetapi melaksanakan tugas tersebut dengan melalui orang lain.
Namun pemimpin tidak hanya memberikan perintah tetapi memberikan
arahan agar bawahan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

4. Pengawasan (Controling)
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Para pemimpin melakukan pengawasan kepada bawahannya agar
organisasi dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan kegiatan

memastikan kegiatan tersebut berjalan pada jalur yang benar dan

pelaksana aerah  dapat

mempertan yang diambil.

Pertanggun ayaan publik

A ECL

kepada pe

el L LY
E

pertanggungjawaban serta manerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan

hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan

kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.®
Akuntabilitas pub;ik dapat dibagi menjadi dua macam. Hal tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

BMardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal: 20
Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit
Salemba Empat. Jakarta.Hal: 20



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

27

Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) Akuntabilitas Vertikal

adalah akuntabilitas yang dilaksanakan kepada kedudukan yang lebih

tinggi, misalnya kepad Bupati, Walikota, Gubernur maupun Presiden.
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Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh:
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No

euangan
eliputi
an pengawasan
proses

ﬂ jan daerah
erintah Kota Kediri

Taufig Hic
(2018)

engawas internal
pemerintah

Di provinsi lampung
meliputi perencanaan
pemeriksaan,
pelaksanaan
pemeriksaan dan
pelaporan pemeriksaan
serta melakukan
monitoring dan
evaluasi terhadap
keuangan daerah
Pemerintah Kota Kediri

3 | Wisnu Agung
Wijayanto (2011)

Penguatan peran Inspektorat
Kabupaten Pati
Dalam penyelenggaraan

Penguatan Peran
Inspektorat Kabupaten
Pati alam
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pemerintahan penyelenggaraan
Yang baik (good pemerintahan
governance) Yang baik (good

governance) meliputi
pelaksanaan

Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.

. Penelitian Wisnu Agung Wijayanto (2011), persamaan penelitian ini

adalah sama-sama mengangkat tentang peran dan fungsi Inspektorat dalam
pelaksanaan pemerintahan yaitu fungsi pengawasan. Sedangkan
perbedaannya terletak pada Lokus yang berbeda yaitu Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kabupaten Pati dan penelitian yang dilakukan untuk
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mengetahui penguatan yang dlakukan Inspetorat Daerah Kabupaten Pati

demi pemerintahan yang baik.

2.3  Kerangka Pemikiran

hubungan terset Jak a . an maksud dari

penelitian.
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Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada
gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Peran Inspektorat Daerah Sebagai
Pengawas Internal Pemerintah

4

Norma-norma
Perilaku Individu
Struktur Sosial Masyarakat

V
Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

\

e Melakukan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

¢ Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap OPD dan
Pemerintah Desa di Kabupaten Kuantan.Singingi

¢ Melakukan Tindak Lanjut Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

¢ Melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Hasil Pemeriksaan

¢ Memberikan Bimbingan, Fasilitas dan Konsultasi Terhadap Objek
Pemeriksaan

¢ Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kepada Bupati

Output

Sumber: Olahan Peneliti, 2019
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OBJEK DAN METODE PENELITIAN

gambaran ap ya ) o kKata, melaporkan

pendangan | ecar 4 : atar alamiah.?°

karena:

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebuh cocok untuk mengungkap secara
tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana peran inspektorat dan

bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkapkan pandangan,

Ocresswell, Jhon W. 1994. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand
Oaks: Sage Publication. Hal. 1

32
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sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat
dalam proses tersebut.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang

3.2

dilakukan di
Inspektorat penelitian  ini
berdasarkan kew ) an Tu( : 2 alam melaksanakan
pengawasan pada pemeri "." Cabupa Ji. Alasan yang
mendasari : , dan tanggung
jawab yang n atas aktifitas

pengendalian inter ang terpasang aSi erintahan daerah, termasuk

3.3 Informan

Penelitian ini berdasarkan dari informan penelitian yakni orang yang
menjadi penghubung terhadap permasalahan yang terjadi serta memberikan
informasi yang akurat kepada peneliti terkait permasalah yang terjadi. Penentuan

informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive
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dengan melakujan pemilihan informan berdasarkan ciri-ciri tertentu dan menurut
peneliti tugas dan wewenang dari informan. Adapun informan tersebut meliputi

Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi dan Inspektur Pembantu Kabupaten

3.4

adalah sek :‘Eﬂ

yang menja

[N

yang ditelit

\ S
@
>
@
=
>
=]
3
>
2
&

diadakan we

Inspektorat ¢

L e
5
=4
g
A
]
z

Singingi.

penelitian dilakukan, data sek oleh melalui buku-buku literatur,

dokumen.

3.5  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai rangkaian aktivitas yang berkaitan
bertujuan untuk memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan yang muncul

pada saat penelitian.
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3.5.1 Dokumentasi

Teknik memperoleh data dengan mempelajari bahan informasi yang

berasal dari dokumen — dokumen/ catatan- catatan dalam bentuk apapun yang ada

dianalisis karena analist : da saaat pelaksanaan penelitian
merupakan  ba rpe an.  Untuk dapat

menjelaskan @ na yang em alah dan untuk

tersusun secara sistematis pada pelaksanaan wawancara.
3) Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dimasuk pada jenis
kategori In-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya pewawancara

lebih bebas daripada wawancara terstruktur.
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Penulis dalam peneltian ini menggunakan pedoman wawancara semi

terstruktur dengan membuat suatu pedoman untuk pelaksanaan wawancara demi

mendapatkan jawaban pada permasalahan yang ada.

1.) Melihat dan mengamati kondisi lingkungan di Inspektorat Kabupaten
Kuantan Singingi.

2.) Melihat dan mengamati kinerja Inspektorat dalam proses pengawasan.

3.) Melihat dan mengamati kendala —kendala dalam proses pengawasan di

Kabupaten Kuantan Singingi.

ZSugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta., hal 145
22Bunging, M. Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif Ekonomi, Ekonomi, Kebijakan Publik,
IImu Sosial lainnya”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal 115
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Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data selanjutnya
dianalisis karena analisis data data dilakukan pada saaat pelaksanaan penelitian

merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian. Untuk dapat

mengguna : Ora : ) upakan bagian

yang amat | : etode ilmiah, ka , data tersebut
dapat dibe : 13 mecahkan masalah
penelitian?®.

Proses /@ 3 N de - ana tergambar di
bawah ini:

Reduksi Data D — Simpulan, Verifikasi

(Miles and Huberman, 1992)4

ZNazir,Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia., Hal 346
24 Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang
Metode-metode baru; Jakarta. Ul Press. Hal. 20
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Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengsingkronkan proses
aalisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur

yang beras wancara ! ang telah sesuai

dengan te

proses pemilihan,
da dilapangan.

karena reduksi

analitis. Reduksi data : atu  akt peneliti  yang menajamkan,

mengarahkan, mengelompokan da puang data yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data sehngga dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan final

dan dapat diverifikasi.

Ketiga, penyajian data adalah memberikan sekumpulah informasi yng

telah diperoleh dan telah tersusun yang dapat menatik kesimpulan dan mengambil

%% |bid, Hal 16-19
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tindakan dalam pelaksanaan penyajian-penyajian merupakan suatu cara utama
bagi analisis kualitatif. Penyajian yang diberikan meliputi berbagai macam matrik,

grafik dan bagan. Semua penyajian dirancang untuk menggabungkan informasi

kegiatan dari
pelaksana arus diverifikasi
selama pe gat pemikiran
kembali ya suatu tinjauan
pencatatan gan peninjauan
kembali serta embangan dalam

an salinan suatu

dan mencari tema dengan tujuan u emahami maknanya. Menurut Arikunto
bahwa secara garis besar, tahapan pekerjaan analisa data meliputi tiga langkah

yaitu :

1.) Persiapan
Dalam tahap persiapan ini, yang dilakukan adalah memilih atau

menyortir sedemikian rupa, sehingga hanya data yang terpakai saja
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yang tinggal ( sesuai dengan keperluan). Langkah persiapan

bermaksud merapikan data agar bersih, rapi, dan tinggal mengadakan

pengolaha lanjutan atau menganalisis.

mengurutkan date i ar 1 dasar sehingga dapat

ditentukan te

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai

berikut:

26Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta : Rineka
Cipta., hal 278-281
2’Moleong, J. Lexy. 2012, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya., Hal 280
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1. Reduksi Data
Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan

yang terperinci. Menurut moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan

yang inti : atas a lingga tetap

penelitian
kuantan Si
2.
a perlu untuk

membuat rangkuma i, pre 3 lijaga sehingga tetap

3.

Data dan fakta yang telah terkumpul diambil intinya menjadi kesimpulan.
Kesimpulan yang bersifat rekaan dan kabur akan menjadi terang sejalan dengan
bertambahnya data. Maka kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama

penelitian berlangsung.

2 |bid., Hal 247
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Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat
penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama

dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang

alahan yang

penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1
an Singingi,

engawas Intern
Pemerint

4.2
421

G

u
-~ KAB. INDRAGIRI HULU

- PROPINSI JAMBI Jyor
Rl TS T35 oS

Sumber: www.kuansing.go.id
Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari

Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor

43
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53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua)

kabupatenyaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi

dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki
potensi sumber daya mineral yang beragam.

3. Iklim Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan
suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C — 36,50C dan suhu minimum
berkisar antara 19,20c — 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per

tahun dengan keadaan musim berkisar :
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a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari

b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km? yang

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

[
NO |
1. iF’I"
2. lu KU
z
3. Jnung Toa
& 1.
5. 0
ot
6. i f 20,00
T
7. antan 3,54
8. 3 1,90
i
9. N ' . 1,63
10. Kuantan Hilir 1,94
11. Pangean 145,32 1,90
12. Logas tanah Darat 380,34 4,97
13. Kuantan Hilir Seberang 114,29 1,49
14. Cerenti 456,00 5,96
15. Inuman 450,01 5,88
Jumlah 7.656,03 100

Sumber: Kuantan Singingi dalam Angka 2017



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

46

Pada umumnya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki iklim tropis dengan
suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C-36,5°C dan suhu minimum berkisar

antara 19,2°C-22,0°C. Curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 23,60-448,00

dengan lua 6,03 duduk tiap 1 KM?2
sebanyak ndud " g ’ alah sebanyak
317.935 ji

Penduduk K i gi s :" _.: § : puak kuantan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin dan

Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

LAKI-LAKI | PEREMPUAN

NO KECAMATAN 3 3 JUMLAH
(jiwa) (jiwa)

1 Kuantan Mudik 12.065 11.851 23.916

2 Hulu Kuantan 4,488 4.290 8.778

3 Gunung Toar 6.966 6.847 13.813
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9

4 Pucuk Rantau 5.788 4.907 10.695
5 Singingi 16.630 14.868 31.498
6 Singingi Hilir 20.053 17.979 38.032
7 Kuantan Tengah 47.874
8
9

)
‘-
ntar
-~ :
12 a 20.631
2T d
13 N i 13.304
"
14 15.300
15 | 15.663
317.935

R EMELA

&S

O@.

rambutan, mangga, pepaya, cabai, terong, dan tomat. Selain itu komoditas utama

juga meliputi karet, kelapa sawit, coklat, kelapa dan berbagai tanaman lainnya.

Selain sektor pertanian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi juga
banyak melakukan peternakan. Beberapa macam hewan ternak dipelihara oleh
maysarakat yaitu sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan

itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

48

produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung
28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan

Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9 | Keuangan

10 | Jasa 13,74

11 | Lainnya 0,72
Jumlah 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016
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Pada awal berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 1999,

mempunyai 6 kecamatan kemudian pada tahun 2002 berkembang menjadi 12

1. 1
2.
3.
4. 1
5.
6. 3
7. 2
8. | Kuantan Hilir 2
9. | Pangean 17
10. | Logas Tanah Darat 15
11. | Cerenti 11 2
12. | Inuman 14
13. | Kuantan Hilir Seberang 14
14. | Sentajo Raya 15
15. | Pucuk Rantau 10

Total 218 11
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Sumber: www. Kuansing.go.id
Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi secara

administratif dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Kuantan Singingi berdiri

S2 | S3

iy disay yejepe il udwnyo(]

“TERWUJUDNYA KABUPA SINGINGI YANG UNGGUL,

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

SEJAHTERA, DAN AGAMIS DI PROVINSI RIAU 2021
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten
Kuantan Singingi sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
pelayanan publik yang prima.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
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3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan

berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis

pertanian dan pariwisata.

nuskan kebijakan teknis

merencanakan, me @‘

dan strategis, K¢ Qm eng: asi, mengendalikan dan
““

monitoring, mengevaluasi da unjang urusan pemerintahan dan
pelayan umum dibidang pengawasan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada

Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.

4.2.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Inspektur yang
memiliki tugas pembantuan terhadap tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati.



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

52

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
an oleh perangkat daerah.

dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai
tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan data,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana,

penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan,
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keprotokoleran, program dan keuangan. Sekretaris dalam

melaksanakan tugas memiliki fungsi:

a. pengelolaan data;

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur

Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan
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mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya inspektur pembantu memiliki fungsi:

tahun 2016 tentang Kedudukan, ganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini struktur organisasi

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Inspektur.

2. Sekretaris, membawahi :

a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
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b) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;

c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.

3. [ antu wilayah I;

|
Somn LTSSV TR

<

0
-
"]

n Singingi

Sekretariat

ngi dijelaskan

Sub Bagian
Perencanaan
dan Kuangan

Sub Bagian
Keuangan

Irban | Irban Il Irban 111

Irban IV

Sumber: Data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018
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Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak

39 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No Nama NIP Pangkat/ Jabatan
Gol
1. | H. Ridarman, SH, MM 19610428 198903 1 007 1V/c Plt. Inspektur
2. | Drs. Masran 19630818 1987021 1 002 1V/b Irban |
3. | Drs. Darwin 19641231 199401 1 014 1V/b Irban |1
4. | Hj. Indra Luswari, S.Sos 19700404 199803 2 014 1\V/b Irban 11
5. | Azhardi, SH 19630128 198503 1 006 1\V/b Irban IV
6. | Sonny Andri SE, M.Si 19760514 200801 1 008 Ii/d Kasubbag Evaluasi dan
Pelaporan
7. | Eflina Dalimunthe, SE 19810622 200801 2 009 Ii/d Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
8. | Mhd. Yusuf, SE 19790415 200501 1 013 i/c Kasubbag Perencanaan
dan Keuangan
9. | Dra. Rita Hayati, SH 19660627 199503 2 001 1V/a P2UPD Madya
10. | Drs. Irkhas Helmi 19680315 1998111001 IV/a P2UPD Madya
11. | Jon Hendri, L, S.Sos 19690421 199103 1 003 1V/a P2UPD Madya
12. | Syambakri, S.Pd 19630410 198410 1 003 IV/a P2UPD Madya
13. | Drs. Pulkanis 19641117 200701 1 006 I1/d P2UPD Muda
14. | Wahdani, S.KM 19740613 199403 2 002 I1/d P2UPD Muda
15. | Gusnet Najuwita, S.Sos 19771028 200501 2 025 Ii/d P2UPD Muda
16. | Bedri Yuris, SH 19770829 200501 1 003 ii/d P2UPD Muda
17. | Elfa Elita, ST 19700921 200604 2 002 Il/c P2UPD Muda
18. | Sutan Abidin, SE 19810806 200701 1 004 Il/c P2UPD Muda
19. | Yetti Darniansi, SE 19781215 200012 2 003 /b P2UPD Muda
20. | Nurhamidah, SE 19741223 200501 2 004 i/d Auditor Muda
21. | Misre, SH 19740407 200604 2 014 i/d Auditor Muda
22. | Reimond, ST 19721029 200501 1 006 i/d Auditor Muda
23. | Mahandes Arrozi, ST 19790522 201001 1 002 /e Auditor Muda
24. | Tety Yeni, SE, Ak 19771208 201001 2 007 Il/c Auditor Muda
25. | Apriwan Susilo, SH 19820417 201001 1 021 Il/c Auditor Muda
26. | Doni Seprita, SE 19840901 201001 2 020 /b Auditor Pertama
27. | Arni Nelviana, S.Psi 19831208 201102 2 001 /b Auditor Pertama
28 | Benny Lisna, SE 19840314 201102 1 001 /b Auditor Pertama
29. | Adang Mahyudin, S.IP 19780919 201102 1 002 11/ Auditor Pertama
30. | Deddy Yudha Asmara, ST 19841211 201503 1 003 I/a Auditor Pertama
31. | Wiwik Sandrawita, ST 19791227 200012 2 001 I/a Auditor Pertama
32. | Badu Rais 19611231 198302 1 037 ii/d Staf
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33. | Nas Eva Susanti, S.TP 19750901 200501 2 007 Ii/d Staf
34. | Rio Juansa, S.STP 19930618 201609 1 002 Ill/a Staf
35. | Nurpadli, S.IP 19850222 201903 1 001 I/a Staf
36.. | Delvi Aulia Ningsih, S.Pd | 19941105 201903 2 003 Il/a Staf
37. | Indra Jaya Trisnadi 19701216 200701 1 005 1/d Staf
38. | Yusneti 19800222 200701 2 003 Il/c Staf
39. | Selamat 19751106 201212 1.001 Il/a Staf

Sumber: Data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

4.3  Peran Inspektorat DacrahSebagai Pengawas Internal Pemerintah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk
dalam lingkup Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten
Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap
urusan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (1),
menyebutkkan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah
daerah, kemudian ayat (2) dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas dalam
melakukan pengawasan pada jalannya urusan pemerintahan di daerah Provinsi,
pelaksanaan pembinaan “atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di atur dalam
Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas
laporan keuangan pemerintah daerah bahwa definisi atas laporan keuangan
pemerintah daerah adalah prosedur pelaksanaan angka-angka permintaan,
keterangan dan analistis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat

untuk menkonfirmasi bahwa tidak ada perubahan material yang dilakukan pada
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laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat disajikan berdasarkan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengawasan pada kegiatan Pemerintahan
dilaksanakan dengan mempedemani Peraturan Pemerintah. Nomor 60 (PP 60)

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diterbitkannya Peraturan” Pemerintah' ‘Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan suatu upaya yang sangat baik
untuk mewujudkab tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
serta terhindar dari penyelewengan dan penyimpangan pengggunaan anggaran.
Penerapan SPIP pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan
optimisme dalam menjalankan pemerintahan_yang baik demi tercapainyay
pemerintahan yang efektif dan efesien. SPIP diharapkan dapat meningkatkan
keahlian aparatur sipil negara’dalam pengelelaan-keuangan negara, menjaga aset
negara dan meningkatkan ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku.
salah satu unsur: SPIP" yaitu unsur. Lingkungan Pengendalian SPIP adalah
perwujudan peran APIP yang efektif. Unsur tersebut adalah suatu kewajiban bagi
pemerintah untuk memberikan lingkungan yang positif dan kondusif.

Menurut Soekanto Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan
(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak
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dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan

sebaliknya.?®

Konsep tentang. Peran (role) menurut .Komarudin dalam buku

ga Pengawasan

s dan fungsinya

pengawasan secara profesional aga apainya hasil pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada kode etik tersebut, maka
Aparat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih dari KKN.

Untuk membahas penelitian ini, penulis menggunakan teori Levinson yang

menyatakan terdapat tiga prinsip dalam peran, yaitu:

2% |bid, Hal 212-213
30 Komarudin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara. Hal: 768
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1. Norma-norma

2. Perilaku Individu

3. Struktur Sosial Masyarakat

p informan penelitian yang

teknik t Q
eknik wawancara ter Q“““

kiranya dapat menjelaskan pera at Daerah sebagai pengawas intern
pemerintah tersebut. Informasi yang diberikan informan penelitian ini akan

dijelaskan sebagai berikut :
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4.3.1 Norma-Norma
Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, manusia akan melakukan

apapun untuk n ann dapat mempengaruhi
AL LESES Vo ",
e mbuat Ma e@ al-hal yang
bl

onfilk pada

a yang dapat
sesuai dengan

norma yang be d kuke adap norma tersebut

o
Norma keblas 0 ang didasari oleh perilaku yang
dilakukan secara berulang-ulang pada masyarakat.
e Norma Kkesusilaan, norma ini berasal dari perasaan untuk dapat
membedakan perilaku baik dan buruk.

e« Norma hukum, norma ini adalah norma yang dibuat oleh suatu

lembaga formal baik pemerintah maupun swasta. Apabila norma ni
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dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana ataupun hukuman

denda.

e Norma Kkesopanan, norma ini berdasarkan pada perilaku yang

(BPKP),

Badan Huk
AAIPI. Kedus at pengawas 3 : Badan Pemeriksa
Keuangan ( -

Pelaksana, , naan tahan di Kabupaten

Kuantan Si dasari turs - j' ingi Nomor 24

melakukan pengawa ‘ ah. daeran Kabupaten Kuantan
Singingi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, aparat pengawas instern
pemerintahan harus mematuhi norma-norma yang berlaku pada APIP yang
dimana setiap aparat pengawas intern pemerintahan harus mematuhi kode etik
yang berlaku pada APIP yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia (AAIPI). Kode etik yang telah ditetapkan diharapkan dapat



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

63

dilaksanakan oleh setiap APIP dalam pelaksanaan pengawasan sehingga dapat

mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan pada

Peraturan

b)

Obyektivitas

Auditor harus memberikan objektivitasnya dalam memeriksa dan
membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam obyektivitas
pemeriksa dapat bertindak adil tanpa di pengaruhi tekanan, proses
pemeriksa tidak dipengaruhi oleh sikap subyektif dari pihak lain,

pemeriksa dalam melakukan tindakan atau auditor melakukan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

64

pengambilan keputusan harus menggunakan pemikiran yang
sesuai dengan realita yang ada, pemeriksa dapat mempertahankan

kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, dan harus

2gala informasi
informasi yang

menggunakan

d) Kompetensi
Auditor internal memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan
keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa audit
internal. Dalam mutu personal pemeriksa harus mampu bekerja
dalam tim, memiliki rasa ingin tahu yang besar, sebagai

pemeriksa harus mampu dan telah memenuhi kualifikasi personel,
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mampu menganalisis denga cepat dalam mengaudit suatu objek
pemeriksaan, dan mampu meningkatkan kualitas jasa. Dalam

pengetahuan umum pemeriksa harus melakukan audit yang baik,

melakukan pengawasan.
c) Kerahasiaan Auditor internal harus dapat menjaga dengan baik
informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
Informasi dapat diberikan apabila dibutuhkan pada proses hukum

dan penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan.



66

d) Kompetensi Auditor internal sebagai pemberi jasa di bidang
pengawasan memerlukan keahlian serta kecakapan sehingga
auditor harus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan
harus sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Dalam menjalankan _fungsi ‘dan jperannya, Inspektorat daerah sebagai
pengawas insternal pemerintah harus menjalankan tugas pengawasan harus
mematuhi norma-norma yang berlaku. Pentingnya peran Inspektorat daerah untuk
mematuhi norma yang berlaku disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Norma-norma yang berlaku pada APIP berupa kode etik sangat penting
dikarenakan dapat dijadikan acuan untuk para pejabat dan pemeriksa
dalam berperilaku dandapat memberikan image Aparat Pengawas Intern
Pemerintah yang baik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan
masyarakat terhadap APIP” (wawancara dengan inspektur Kabupaten
Kuantan Singingi tanggal 13 Mei-2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa aparat
pengawas intern pemerintah “harus melaksanakan tugas pengawasan dengan
mempedomani kode etik yang berlaku. kode etik tersebut apabila dapat
dipedomani oleh APIP dengan baik maka diharapkan dapat mewujudkan sistem
tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat daerah sebagai pelaksana pengawasan di Pemerintahan
Kabupaten Kuantan Singingi telah mempedomani dengan baik norma-norma yang
berlaku pada Inspektorat daerah Kabupaten kuantan Singingi. Hal tersebut

disampaikan oleh informan sebagai berikut:
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“Dalam pelaksanaannya APIP di Kabupaten Kuantan Singingi telah
melaksanakan kode etik dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa
APIP telah memiliki integritas dengan cara tidak melakukan pungli
terhadap objek pemeriksaan serta dapat menjaga kerahasiaan hasil audit”
(wawancara dengan inspektur pembantu Kabupaten Kuantan Singingi
tanggal 13 mei 2019):

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa aparat
pengawas Intern pemerintah «telah “menjalankan tugas dan fungsinya secara
profesional dan mempedomani kode etik yang berlaku. Norma yang berlaku dapat
mempermudah proses pengawasan dikarenakan kode etik tersebut dapat dijadikan
aturan yang dapat menjaga APIP dari penyalahgunaan wewenang.

Menurut aturan yang berlaku, aparat pengawas. internal pemerintah yang
boleh untuk melakukan pemeriksaan adalah aparatur sipil negara yang telah
memiliki sertifikat pemeriksa. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai
berikut:

“Untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan aparatur sipil
negara harus memiliki sertifikat auditor yang harus diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 21 hari dan harus lulus ujian
sertifikasi auditor. Hal ini harus dilaksanakan untuk kualitas pemeriksaan
yang baik dan  untuk meningkatkan kompetensi aparat pemeriksa di
lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Kuantan Singingi” (wawancara
dengan inspektur pembantu Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 mei
2019)..

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa
Inspektorat telah melakukan peningkatan kompetensi aparatnya demi peningkatan
pengetahuan aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan peningkatan pengetahuan dari aparat pengawas diharapkan kualitas dari
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pemeriksaan di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana

dengan baik.

Tabel 4.7

R S )

No

s

LA
1 &~ 7 ditindaklanjuti
'; elengkapi SPJ
dan ﬁf , rang dan Jasa
Sipil = .
[
[
; \ ditindaklanjuti
" - menyetorkan
/
/

2 | Dinas ditindaklanjuti
Koperasi, dikarenakan belum
UKM, selesainya Peraturan
Perdagangan Bupati tentang Penataan
dan Pedagang di Ibukota
Perindustrian Kabupaten Kuantan

Singingi.
e Terdapat kelebihan bayar | e Telah ditindaklanjuti
sebesar Rp. 7.889.615,- dengan membayar
pada operasional mesin kelebihan bayar sebesar

generator set pada pasar Rp. 7.889.615,- ke Kas
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rakyat TA 2017 dan 2018. Daerah.

3 | Kantor Camat |e Ditemukan belanja yang |e Telah ditindaklanjuti

Pucuk Rantau belum lengkap | dengan melengkapi SPJ

pertanggungjawabannya

PN A ()

Sumber:

Dari tabel diatas ihat ba apa contoh objek
pemeriksaan te 1ine juti emuar ektorat Daerah
Kabupaten an’ Singingi. Pad: _ Kopera Perdagangan dan

Perindustrian belum meni i Ne elesainya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No ahun 2017 Tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, aparat pengawas internal
pemerintah telah melaksanakan tugas pembantuan yang telah diberikan oleh
kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bidang pengawasan sesuai dengan

norma-norma yang berlaku. Sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas
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intern pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan

yang berlaku demi tercapainya Clean Governance.

4.3.2 Perilaku Indivio

pelaksanaan pengawasan berupa dalam mengambil tindakan pada
proses pengawasan di lingkungan Pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi.
penyamaan tindakan yang dilakukan oleh APIP telah ditebitkan oleh Asosiasi
Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) berupa Standar Audit Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (SA-AIPI) dengan didasarkan kepada UU Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara dan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Ruang lingkup kegiatan audit intern yang. dilakukan oleh auditor

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

Kuantan Singingi dengan standar tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan

informan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
telah mengikuti standar yang berlaku yang dimana kegiatan yang
dilaksanakan oleh inspektorat sesuai dengan Dokumen Penggunaan
Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi telah melaksanakan kegiatan yang meliputi audit, reviu, evaluasi
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dan monitoring” (wawancara Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi
tanggal 22 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang
telah dilakukan oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai

dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuantan Singing! Inspektorat melakukan perencanaan dalam  melaksanakan
pemeriksaan berupa penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT).
Pada pelaksanaan kegiatan ini Inspektorat menentukan pemeriksaan yang akan
dilaksanakan selama satu tahun berjalan dan menentukan pemeriksaan pada
kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pelanggaran-

pelanggaran administrasi maupun keuangan.

Pelaksanaan  perencanaan , tersebute2'dilakukan = untuk tercapainya

pemeriksaan yang efektif dan efisien. Hal ini disampaikan informan bahwa:

“Pelaksanaan pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
memiliki Objek Pemeriksaan 41 OPD dan 218 Desa, dengan keterbatasan
aparat pemeriksa dan waktu pemeriksaan yang dimiliki maka inspektorat
melakukan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan pada Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menentukan kegiatan-kegiatan
yang beresiko pelanggaran sehingga pelaksanaan pemeriksaa dapat
terlaksana dengan efektif dan efisien” (wawancara Inspektur Kabupaten
Kuantan Singingi tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat melakukan
pemeriksaan dengan perencanaan yang matang sehingga pada saat aparat
pengawas melakukan pemeriksaan telah memiliki objek pemeriksaan tertentu

untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien.
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Informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh aparat
pengawas intern pemerintah, maka pada pelaksanaanya aparat pengawas intern
pemerintah memiliki pembagian tugas masing-masing pada pelaksanaan
pengawasan pada pemerintahan Kabupaten Kuantan.. Singingi. Hal ini

disampaikan informan bahwa:

“Pelaksanaan pemeriksaan dengan membentuk tim yang terdiri seorang
dari pengendali teknis, seorang ketua tim, dan tiga orang anggota serta satu
orang operator. Anggota memiliki fungsi untuk melakukan audit dan
memberikan hasil audit kepada ketua tim selanjutnya akan diperiksa oleh
pengendali teknis dan akan menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan
(P2HP). Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk
pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan
kepada Inspektur, Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagali
laporan’. (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an. Benny Lisna
tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan
dikerjakan secara tim yang memiiki\ tugas pokok dan fungsi.masing-masing yang

menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk kemudian dijadikan laporan.

Pelaksanaan™ pengawasan memiliki tiga tahapan vyaitu perancanaan,

pelaksanaan dan pelaporan.‘Hal ini'disampaikanoleh informan bahwa:

“Proses pengawasan yang dilakukan memiliki tiga tahapan berupa
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan selama delapan
hari kerja dengan rincian dua hari pada perencanaan, lima hari pelaksanaan
pemeriksaan di objek pemeriksaan dan satu hari pelaporan. Delapan hari
kerja tersebut dirasa cukup untuk memberikan hasil asudit pemeriksaan
yang berkualitas”. (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an.
Deddy Yudha Asmara tanggal 22 Mei 2019)

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara

bertahap berupa perencanaan yang dimana tim melakukan persiapan sumber daya



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

74

yang dimiliki, pada tahap pelaksanaan tim melakukan pemeriksaan di objek

pemeriksaan secara menyeluruh dan pada tahap pelaporan tim membuat laporan

yang akan diberikan kepada Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi.

No

angc ﬂ,ﬂ waban mulai
Ksaan sebelumnya
an 31 Juni 2019

ealisasi setoran PAD per 31

desember 2017 yang

dikeluarkan oleh Dispenda

¢ Realisasi setoran PAD per 30
april 2018 yang dikeluarkan
oleh Dispenda

e BKU PAD tahun 2018 dan
2018

e Buku catatan juru pungut atas
penerimaan dan penyetoran
PAD 2017 dan 2018

e Bukti setoran PAD ke
Dispenda tahun 2017 dan
2018
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3 | Pemeriksaan Kekayaan Elfa Elita |e SK Pengurus Barang tahun
atau Inventasis atau Aset 2018

e Buku Induk Inventasris (BII)

iy disay yejepe il udwnyo(]
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berbeda-beda.

Setelah pemeriksaan dilaksanakan pada objek pemeriksaan, pemeriksaan
tersebut menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang dimana
kepala organisasi selaku pengguna anggaran harus menanggapi hasil pemeriksaan
tersebut paling lama 2 hari kerja, apabila hal tersebut tidak ditanggapi maka

temuan tersebut akan di tuangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
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Temuan vyang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus
ditindaklanjuti paling lama 60 hari kerja untuk melengkapi SPJ yang belum

lengkap dan mengembalikan kerugian negara pada kas daerah.

Pelaksanaan. pemeriksaan dapat menghasilkan temuan-temuan yang di
buat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib untuk
menindaklanjuti temuan terebut.” Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut
dari objek pemeriksaan tersebut maka Inspektorat harus melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap objek pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat harus

dilaporkan kepada Bupati. Hal ini disampaikan oleh informan bahwa:

“Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Laporan Hasil Pemertksaan (LHP) harus dilaporkan kepada Bupati sebagai
laporan, Laporan tersebut ‘dapat-digunakan sebagai laporan yang akan
diserahkan kepada BPK untuk menentukan opini BPK atas laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi” (wawancara Inspektur
Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas. dapat dijelaskan - bahwa pertanggungjawaban
pelaksanaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat
dinilai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK. Opini tersebut didasarkan oleh
Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan.
Kabupaten Kuantan Singingi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) 8 kali secara berturut-turut. Hal ini menunjukan bahwa objek pemeriksaan
memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap laporan keuangan di pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi.
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Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa perilaku individu berdasarkan
prinsip dari teori peran dari Levinson berupa perilaku individu, hal ini selaras

dengan prinsip yang ada dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan

f# terlepas dari
kehidupan yang dimana
masyarakat ini diginakan
oleh manus uatu hubungan

tersebut aka iliki hubungan
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dilakukan pada pe

kepada masyarakat de yang baik. Pengawasan yang

N
memiliki pengertian sebagai ‘ “ alam mengukur kinerja dari suatu
perencanaan dengan hasil yang dilihat pada realitas yang ada.

Pelaksanaan pengawasaan yang paling baik adalah pengawasan yang
dilaksanakan oleh setiap stakeholder baik itu pemerintahan maupun pengawasan

langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh informan

sebagai berikut:
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“Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dapat
menimbulkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat
memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Namun, dalam kegiatan
pengawasan inspektorat hendaknya mengharapkan bahwa masyarakat
dapat menjadi unsur pengawas yang paling dekat dengan objek
pemeriksaan _demgan adanya Kkerjasama _antara masyarakat dengan
inspektorat-daerah kabupaten kuantan.singingi. oleh karena itu, inspektorat
daerah® kabupaten Kuantan singingi sangat menerima pengaduan-
pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat pengawas intern
pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti” (wawancara Inspektur Kabupaten
Kuantan Singingi tanggal-117Juni 2019).

Berdasarkan - hasil wawancara diatas, Inspektorat daerah menjalin
kerjasama dengan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan untuk
mencapai good governance. Dalam hal ini, inspektorat daerah menerima
pengaduan-pengaduan kasus dari masyarakat yang dinilai terjadi penyelewengan
wewenang pada pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksanaan pengawasan Yyang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi telah melibatkan unsur dari sosial masyarakat di
Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat mengawasi. pembangunan di
lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi seperti contohnya pembangunan relokasi
pasar tradisional di Kota Teluk Kuantan. Hal ini.dikemukakan oleh informan
sebagai berikut:

“Misalnya pada kasus relokasi pasar tradisional, inspektorat menerima

pengaduan dari masyarakat, masyarakat mengadukan keresahannya

terhadap pembangunan relokasi pasar tradisional terbengkalai yang
mengakibatkan kekumuhan pada lokasi pasar sebelum relokasi. Namun,
tujuan relokasi pasar belum memiliki kesiapan baik sarana maupun
prasarana. Dengan adanya pengaduan tersebut kami menindaklanjuti
dengan melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pasar

tradisional tersebut” (wawancara Inspektur Pembantu Kabupaten Kuantan
Singingi tanggal 11 Juni 2019).
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Wawancara diatas menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan

telah menindaklanjuti

pengaduan masyarakat

tersebut

dengan

melaksanakan audit investigasi terhadap pasar tersebut. Tim dari Inspektorat telah

No

Pelaksanaan

Pembangunan Jembatan

dan Turap di

Beringin

Desa
Kec.

Singingi Hilir Kabupaten

Kuantan Singingi

ARty

0
Z

arana dan prasarana

Keterangan

Telah di
Tindaklanjuti
dan
dilakukan
pemeriksaan
khusus

pekerjaan
pembangunan turap TA 2017

tidak dapat diselesaikan pada

per tanggal 31 desember 2017.
e Anggaran yang digunakan
bersumber pada Dana Desa
(APBN) TA. 2017 sebesar Rp.
192.800.000,-.

e Pekerjaan Turap dihentikan

Telah di
Tindaklanjuti
dan
dilakukan
pemeriksaan

khusus
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dikarenakan banjir bandang
dengan realisasi fisik sebesar
63,32% atau senilai Rp.
59.415.340,-.

Jaya Kecamata ) » aerah Kabupaten
Kuantan Singingi dz anju : emeriksaan khusus
terhadap p

Berdasarka ~ telitian yang di . pahwa  struktur

4.4 at : pektorat Daerah Sebagai Pengawas
Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Jarak Objek pemeriksaan yang cukup jauh.
Daldjoeni mengatakan bahwa jarak merupakan sesuatu yang harus
ditempuh dari suatu lokasi yang lain, jarak dapat dinyatakan dengan jarak
mutlak dan jarak nisbi. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan unit ukuran

fisik seperti mil, km, meter, dan sebagainya. Selain itu jarak tidak terlalu
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diartikan sebagai ukuran fisik untuk mencapai lokasi yang dituju. Jarak
dapat meliputi jarak biaya perjalanan dan jarak waktu.3!

Dari Observasi yang dilakukan di lapangan, jarak menjadi salah
satu faktor penghambat.dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten
Kuantan Singingi. Jarak terjauh terletak pada Kecamatan Pucuk Rantau
dengan jarak £ 70 Km.dari lbukota’ Kabupaten Kuantan Singingi dengan
menempuh waktu + 2 jam perjalanan darat. Jarak yang harus ditempuh ini
mengakibatkan tidak efektif dan kurang efisien proses pengawasan.

2. Objek pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas.

Kata lain dari kooperatif yang dimaksud disini adalah kerjasama.
Objek pemeriksaan yang kurang kooperatif berarti objek pemeriksaan
kurang dapat bekerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah.
Kurangnya kerjasama, antara objek pemeriksaan dengan pemeriksa dapat
menghambat proses pemeriksaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kurangnya kerjasama antara objek pemeriksaan dengan pemeriksa
dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan informasi dari objek
pemeriksaan. Hal inidikemukakan eleh informan sesbagai berikut:

“Biasanya objek pemeriksaan sulit untuk terbuka kepada

pemeriksa dikarenakan objek pemeriksaan merasa takut untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim
pemeriksa dan ragu untuk memberikan data-data yang diminta oleh
tim pemeriksa selama proses pemeriksaan serta objek pemeriksaan
terkadang sulit untuk memenuhi panggilan yang diberikan oleh
pemeriksa dalam rangka memenuhi pelaksanaan peemriksaan”

(wawancara aparat pengawas internal pemerintah an. Benny Lisna
tanggal 11 Juni 2019).

31 Daldjoeni, 1997, Dasar-dasar llmu Pengetahuan Sosial, Bandung: Alumni.
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Hasil wawancara diatas membuktikan proses pemeriksaan akan

terhambat apabila kurangnya kerjasama antara objek pemeriksaan dan

pemeriksa, kurangnya kerjasama tersebut dapat dilihat bahwa objek

(delapan) hari kerja untuk satu objek pemeriksaan. Jumlah objek
pemeriksaan yang harus di periksa sebanyak 41 OPD dan 218 Desa
dengan jumlah total 259 objek pemeriksaan. Dilihat dari sumber daya dan
waktu yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

yang terbatas bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pemeriksaan.
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Dengan adanya keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyebabkan peran

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah menjadi

pemerintah dituntut

efisien.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

ahap perencanaan,

lilakukan oleh

kepada Bupati. Peran

peran menurut teori Levinson yaitu Norma- norma, Tindakan dan
struktur sosial masyarakat.

2. Adapun yang menjadi hambatan dalam Peran Inspektorat Daerah
Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi adalah Jarak Objek pemeriksaan yang cukup jauh, objek
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5.2

85

pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas, dan

Keterbatasan sumber daya dan waktu pemeriksaan.

Singingi juga

auditor untuk

ingkan dengan
arapkan untuk

fa memaksimalkan

ingkatkan kualitas

dan clean
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